
BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 

NOMOR (8 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEROBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 48 TAHON 2023 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN KURIKUL UM 

MERDEKA DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SIAK, 

a. bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Siak yang salah 
satunya meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan 
Spiritual Masyarakat, serta untuk melaksanakan Keputusan 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 
371 /M/2021  tentang Program Sekolah Penggerak, Pemerintah 
Kabupaten Siak Sebelumnya telah Menetapkan Peraturan 
Bupati Siak Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Dan Kurikulum 
Merdeka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, namun 
dalam pelaksanaanya masih terdapat kekurangan, sehingga 
perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 48 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Dan 
Kurikulum Merdeka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1 8 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kata Batam (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang­ 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6676); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4941 ) ;  

7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) ,  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 
Nomor 1 1 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157 ) ;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Tahun 2019 Nomor 157) ;  

9 .  Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SIAK NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN 

KURIKULUM MERDEKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SIAK. 

Pasall 

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 48 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 
Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Pembiayaan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum 
Merdeka Sekolah dibebankan pada; 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;dan 
d. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
da t tnggal 23 Mei 2023 

al 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pa rggal 23 Mei 2023 

e 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR GS 


